BUPATI PADANG PARTAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Di LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Memimbang:

BUPATI PADANG PARIAMAN,

a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
huraf a, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai
Neger Sipil Pejabat Pembing Kepegawaian masing-masing
instansi menetapkan kode etik instansi;

b, bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan,
citra Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah, periu
menetapkan Kode Etk Pegawal Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul & dan huruf b, periu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

1., Undang-Undang WNomor 12 Tahun 1856 tentang

ﬁ' Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupasen — Dalam

“ Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Megara Hepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25];

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor V5, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 49 ‘Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawal [Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177,
Tambahan Lembarap Megara Eepublik  Indonesia
Nomor 3898} sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 49 Tahun (999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3964,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Panaman di Provinsi Sumatera Barat
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Homor 4187);

3, Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemenintahan Daerah (Lembarman Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenintahan Daerah [Lembaran Megama  Hepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5479),

Peraturan Pemerntah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negen Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran MNegara BEepublik Indonesia
KNomaor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Momor T4, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indoneaia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia MNomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Momor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tenang Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran WNegara Republik [Indonesia
MNomaor 6302,

Peraturan Pemerintah Nemor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 632, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Momor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Aras Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tshun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4677);

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN...
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MEMUTUSKAN:

FERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINOGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN.

BAR |
KETENTUAN UMLUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Padang Panaman,

Bupat adalah Bupati Padang Pariaman

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah vang
berada di Lingkungan Pemerintah Kabupsten Padang
Pariaman.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja vang bekena pada
instansi Pemenntah,

Pegawai Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja vang diangkat oleh
pojabat pembina kepegaawaian yang diserahi tugas
dalam suatu jabatun pemerintah atau diserahi tugas
negara lainnya dan digadi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnyva disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yvang memenuhi svarat
tertentu, diangkat sehagai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pegawail Pemerintah dengan Penanjian Kermja yang
selanjutnva disingkat PPPK adalah warga negara
indonesia yang memenuhi  syarat tertentu.yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tupas
pemerintahan.

Pejabat yang Berwenang yang sclanjutnya disingkat
PyB adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengakatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawail ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah Pejabat vang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian pegawal ASN dan pembinaan
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Instansi pemerintah adalah instansi pusatr dan instansi

daerah,
12, Kode Etik...




12. Kode Etik Pegawai ASN adalah pedoman sikap, tingkah
laku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi Pegawai ASN
dalam melaksanakan tugasnva dan pergaulan hidup
sehari-har.

13. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai ASN yang
selanjutnva disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga
non struktural pada inatansi pemerintah yang bertugns
melakukan penegakan pelaksanaan serta
menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh Pegawai ASN,

14, Terlapor adalah Pegawai ASN vang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik.

15, Pelapor adalah seseorang atau sckelompok orang
karema hak atau kewajiban berdasarkan peraturan
perundang-undangan harus memberitabhukan kepada
PPR  tentang telah atau sedang terjadi  peristiwa
pelanggaran kode etile

16, Pengadu adalah sescorang atau sckelompok orang yang
memberitahukan disertal permintaan kepada FPPK
untuk menindak Pegawai ASN yang telah melakukan
pelanggaran kode etik.

17. Sakss  adalah  seorang yang dapat memberikan
keterangnn puna kepentingan pemeriksaan tentang
suatu pelanggaran Kode Etik yang didengar, dilihat,
dan dialami sendin.

18. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis vang
disampaikan kepada PPK tentang sedang dan/atau
telah terjadi pelanggaran Kode Etik,

19. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan
tertulis yang disertai permintaan oleh pihak vang
berkepentingan kepada Pejabat vang berwenang untuk
dilakukan pemeriksaan terhadap pegawal vang diduga
telah melakukan pelanggaran Kode Etik

20. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau
perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan
butir-butir dalam kode etik,

Pasal 2
(1] Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman dalam berperilaku sesuai Kode Etik ASN.
i{2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adaiah :

a menjaga martabat, kehormatan dan citra Pemerintah
Daerah;

. mendorong produktivitas Pegawai ASN dalam
P pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan  ketentuan
PARAF ROORDINASE peraturan perundang-undangan;

SEHBIE. h "J . meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan tugas
' kedinasan mAaupun hidup bermasyarakat,
berorganisasi, berbangsa dan bernegara;

_I—l'!l_-'_

d. menjamin...
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d. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan
selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan
harmonis; dan

e. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan
kerja, keluarga dan masyarakat,

BAR 11
RUANG LINGKUP
Pagal 3

Ruang lingkup vang diatur dalam Peraturan Bupati ini

meliputi:

nilai-nilai Dasar bagi ASN;

Kode Etik ASN;

penegakan Kode Etik;

majelis Kode Etik;

tata cara penegakan Kode Etik; dan

:::: dan Kewajiban Terlapor, Pelapor, Pengadu dan
=i,

L -

BAB I
MNILAI-NILAI DASAR
Pasal 4
Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi cleh Pegawai
ASN meliputi:
a. ketagwaan pada Tuhan Yang Maha Esa;
b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945;
C. Ssemangat nasionalisme;
d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi atau golongan;
e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan;
. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
tidak diskriminatif;
profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi; dan
i, semangat jiwa korps.

7

BAB v
KODE ETIK ASN

Fasal 5

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan
sehari-hari  setiap Pegawai ASN  wajib  bersikap dan
berpedoman pada Kode Etik ASN  yang diatur dalam
peraturan Bupati ini :
a. bernegara;
b. penyelengaraan pemerintahan;

¢. berorganisasi...
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berorganisasi,
bermasyarakat;

din sendiri; dan
sogama Pegawai ASN.

Pasal 6

Kode Etk Pegawai ASN dalam bermegara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a. Setiap Pegawal ASN wajlb melaksanakan sepenuhnya
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
denpgan:

1.

memahami, menghayati serta mengamalkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
dalam kehidupan sehari-hari; dan

memperdalam pengetahuan tentang haluan negara,
kebijakan  pemerintah, dan rencana-rencana
pemerintah dalam pelaksanaan tugas.

b. Setiap Pegawai ASN wajib mengangkat harkat dan
martabat bangsa dan negara dengan:

1.

2.

mernjunjung tinggl kehormatan bangsa dan negara;
dan

menguiamakan kepentingan negara di atas
kepentingan pribadi, orang lain atau golongan;

c. Setiap Pegawai ASN wajib menjadi perekat dan
pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik
Indoniesia dengan:

1.

3.

menjunjung tinggi tegaknva Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

tidak membeda-bedakan golongan dan  Suku,
Agama, Has, Antar Colongan (SARA); dan

netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.

d. Setiap Pegawai ASN wajib menaati semua peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan tugas
dengan:

1.

R &

mengetahui, memahami dan mentaati segala
peraturan perundang-undangan dalam
melaksanakan tugas;

berpedorman pada peraturan Perundang-Undangan
dalam menyelesaikan permasalashan yang timbul
dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 7
Etik Pegawai ASN dalam penyelenggaraan

merintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
meliputi:
Setiap Pegawai ASN wajib bersikap dan bertindak
akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan yang bersth dan berwibawa dengan:

).

tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme
dalam melaksanakan tugas; dan

2. tdak...




2. tidak berperilaku vang dapat menyebabkan
timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap
Pegawai ASN,

Setiap Pegawar ASN wajib tanggap, terbuka, jujur dan
akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap
kehijakan dan program Pemerintah, dengan:

1. tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
2. bersikap jujur dan transparan,

J. melaksanakan (ugas sesuai  dengsn
peraturan perundang- undangan;

ketentuan

4. menggunakan daya dan upaya vang maksimal agar
tidak terjadi kesalahan vang dapat menyebabkan
kerugian negara; dan

3. berupaya menyelesaikan tugas sebaik-batknyva
dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja
dapat dimanfaatkan secara optimal.

Setiap Pegawai ASN  wajib  menggunakan atau

memanfaatkan semua sumber daya negara secara

efektif dan efisien dengan:

I. memanfaatkan sumber daya negara hanya untuk
kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan
pribadi, pihak lain atau golongan; dan

2. mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya
negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat
vang sebesar-besarmnya untuk kepentingan bangsa
dan negara.

Setiap Pegawal ASN wajib tidak memberikan kesaksian

palsu atau keterangan vang tidak benar, dengan:

I. tidak menyebarluaskan informasi vang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan

2, udak menambah atau mengurangi fakta vang ada.

vaitu berdasarkan pada bukti-bukti vang sah,
lengrkap dan akurat.

Pasal 8

Kode Etk Pegawai ASN dalam berorganisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 hurafl © meliputi:

a. Setiap Pegawai ASN wajib melaksanakan tugas dan
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wewenang sesual ketentuan vang berlaku dengan:

1. memberi contoh vang baik dalam menaati dan
melaksanakan peraturan perundang-undangan,

2. bdak menerima dan/atau memberikan imbalan
dalam bentuk apapun, dari dan fatau kepada pihak-
pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung
terkait penugasan tersebut;

tdak menyalahgunakan wewenangnya sebagai
Pegawai ASN dengan tujuan untuk
memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak

lain; dan

4. tidak...




4, tidak terlibat dalam kegiatan vang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban
umum dan /atau kesusilaan,

b, Setiap Pegawai ASN wajib menjaga informas] vang
bersifat rahasia, dengan:

1. tidak membocorkan dan/atau memanfaatkan
rahasia jabatan/rahasia negara yvang diketahui
karena kedudukan jabatan untuk Kkepentingan
pribadi, orang lain atau golongan yang tidak berhal
berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan: dan

2. tidak menjadi perantara, membenn jalan atau
kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak
berfiak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia
negara.

C. Setiap Pegawai ASN wajib melaksanakan setiap
kebijakan yvang ditetapkan oleh PyB dengan:

1. melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang
diberikan aleh atasan yang berwenang, termasuk
mengikuti kegiatan lain vang diwajibkan kantor;

2, tidak meninggalkan penugasan, kecuali dengan
alasan yang jelas, dan dengan izin atasan vang
berwenang;

3. tidak menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan
alasan yang jelas, dan dengan izin atasan vang
berwenang:

4. memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;

menggunakan pakalan dinas =sesuai  dengan
ketentuan; dan

6. mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.

d. Setiap Pegawai ASN wajib membangun etos kerja untuk
meningkatkan kinerja organizasi  dengan  selalu

berupaya:
. menciptakan dan memelihara suasana kerja vang
baik;

2, membangun semangat kerja dan mengeunakan
waktu kerga yvang efektil;

3. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-
masing; dan

4. menggunakan, memelihara barang-barang dinas
sebaik-baitknya, sesuai dengan tanggung jawab
MARINE-MAaging,

e, Setiap Pegawai ASN wajib menjalin kerja sama secara
peratil dengan unit kerja lain vang terkait dalam
gka pencapaian tujuan dengan:

|. berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja
lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati,
sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana
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. bersedia/berkemauan untuk meyvakinkan mengenai

arti penting tugas yang akan dilaksanakan, dengan
tetap menghargai tugas rubn kerja laing

beraedia /berleemauan  untuk mengerti  kesibukan
umit kenja lamn, namun tetap memperhatilkkan
kelancaran dan ketepatan tugas vang diembannya;

bersedia/berkemauan untuk membina kerja sama
vang schat dengan unit kerja lain dalam kelancaran
tugas;

tidak memberikan perintah-perintah untuk
kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;

memperiakukan pihak unit kerja  lain - sebagal
subvek dan bukan obyek yaitu mempercayai dan
menghargai unit kena lain; dan

. menghormati/ menghargai senioritas dalam

pengertian umur, pangkat dan jabatan unit kerja
lain

setiap Pegawal ASN wajib memiliki kompetensi dalam
pelaksanaan tugas dengan:

1.

a.

mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman, (baik
pengalaman din sendiri maupun pengalaman orang
lain] untuk menyelesaikan tugas;

. menyusun  perencanaan  dan  melaksanakannya

dengan efekuf; dan

menggunakan daya imajinasi dan ketrampilan
konseptualnya dalam melaksanakan tugas.

Setiap Pegawai ASN wajib patuh dan taat terhadap
standar operasional dan tata kerja dengan:

1.

2.

3.
4,

memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  Sandar
Operasional Prosedur;

mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan
YANE TS,
mengeunakan waktu secara efektif; dan

tidak mempersulit proses pelavanan vang akan
diberikan.

. Setiap Pegawal ASN wajib mengembangkan pemikiran

secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan
kinerja organisas: dengan:

1.

2,

memformulasikan beberapa kemungkinan jalan
keluar terhadap permasalahan vang dihadapi; dan

mengambil keputusan berdasarkan fakta dan
pertimbangan profesional atas dasar pemikiran vang
logis dan konseptual.

Setiap Pegawai ASN wajib berorientasi pada upaya
peningkatan kualitas kerja dengan:

1Ly

memiliki rasa ingin tahu yvang tinggi dan penuh
minat/perhatian terhadap pekerjaannya; dan
mempunyvai inigiatil dan memiliki kemauan keras
untuk belajar, memotivasi diri secara terus-menerus
untuk selalu berkarya.

Fasal 9 ...




Pasal 9

Kode Etik Pegawai ASN dalam bermasyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
a. Setdap Pegawai ASN wajib mewujudkan pola hidup
sederhana dengan:
1. tidak menggunakan kendaraan mewah;

2, menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup
sthar-har agar tidak menimbulkan kecemburuan
sosal dalam masyarakat; dan

3. tdak menggunakan lebih dan satu fasilitas jabatan
vang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas
dan perumahan dinas.

br Setiap Pegawai ASN wajib memberikan pelayanan
dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan
tanpa unsur pemaksaan dengan:
1. melaksanakan tugas dengan sepenuh hati dan
penuh hati-hati;

2. rendah hatl, renggang rasa dan tidak merendahkan
pihak lain atau masyarakat,

3. menggunakan gaya hicara yang wajar, tidak berbelit-
belit dan menguasai pokok permasalahan; dan

4. menggunakan nada suara yang wajar, sopan dan
tidak membentak bentak ataupun dibuat-buat.

c. Setiap Pegawai ASN wajib memberikan pelayanan secara
cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak disknminatf
dengan:

1. memberikan informasi mengenai pelayanan yang
diberikan kepada masyvarakat dengan transparan;

2. tidak membeda-bedakan dalam memberikan
pelayanan kepada masvarakat, vaitu tanpa
memperhatikan status dan SARA;

3. mengutamakan kepentingan negara dan/atau
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau
golongan; dan

4. tidak melanggar ketentuan peératuran perundang-
undangan untuk kepentingan pribadi, kelompok
atau golongan tertentu.

d. Sectuap Pegawm ASN wajib tanggap terhadap keadaan
lingkungan masvarakat dengan.

|, peduli terhadap kejadian-kejadian vang teriadi di

masyarakat;

2. ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan wvang

diadakan di masyarakat;

- 3. menjaga kebersihan; dan
I'r"_ ’ OORDINASN 4, memberikan teladan yang baik kepada masyvarakat
5:_..”.'\ f"". ¢. Setiap Pegawai ASN wajib  berorientasi kepada

i . '
e peningkatan  kesejahteraan — masvarakat  dalam
o R melaksanakan tugas dengan membuat kebijjakan,
menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternatif

tindakan yang pada akhimya berdampak pada

peningkatan ...




peningkatan kesejahteraan masvarakat.

Pasal 10

Kode Etik Pegawai ASN terhadap dini sendin  sehagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

a. setiap Pegawai ASN wajib jujur dan terbuka serta tidak
memberikan informasi vang tidak benar dengan;

1. menyadari bahwa setiap perbuatennya akan
dipertanggungjawablan kepada Tuhan YME, oleh
karena ity harus menyvatakan sesuatu sesuai
dengan keadaan vang sebenarnya, tdak menambah
maupun mengurang fakta vang ada,

2. tidak menerima segala sesuatu dalam  bentuk
apapun vang bukan haknyva ataupun memberikan
sesuatu yang dapat mempengarithi atau mengurangi
objektivitas;
tidak bersifat munafik; dan

bersedia/berkemauan menerima serta menveleksi
usulan /saran/ petunjuk pithak lain.

b. setiap Pegawai ASN wajib bertindak dengan penuh
kesungguhan dan ketulusan dengan:
1. menvadari bahwa tugas pengabdiannva kepada
bangsa, negara dan masyarakat melalui kiprahnva
di Lingkungan Pemerintah daerah;
2. bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis
dan evaluasi,

3. berinteraksi dengan orang vang kedudukannya lebih
tinggi, setara atau lebih rendah secara proporsional;

4. mewaspadai sctiap informasi yvang diterima dan
tidak mudah dipengaruhi;

5. membuat keputusan yang cepat dan tepat
berdasarkan pertimbangan wvang rasional dan
prinsip keadilan;

. bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam
menghadapi kesulitan,

7. mempunyai kepercayvaan diri yang kuat namun tetap

mempertimbangkan saran /pendapat pihak lain; dan

5. menyvelesaikan permasalahan secara wajar tanpa
melanggar ketentuan yang berlaku,

e, setimp Pegawai ASN  wajib  menghindan  konflik

kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan

. mementingkan kepentingan orgenisasi di atas
kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;

. menghormati kepentingan pribadi, kelompok dan
galongan lain; dan

. berkomunikasi secara efektif dengan pribadi,
kelompok dan golongan lain.

d, setap ...
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d. setiap Pegawai ASN  wajib berinisiatil  untuk
meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,
keterampilan dan sikap dengan selalu berupaya:

1.

mempunyai inisiatif dan kemauan Keras untuk
belajar  tanpa diperintah  ataun  tidak  bersilat
menungeu;

bersedia  mengikutt  program pelatiban vang
diselenggarakan instansinya atau instansi lain; dan
bersedia belajar tentang pengetabuan dan teknolog

baru vang berhubungan langsung maupun tidak
langsung dengan beban tugasnya.

e, seliap Pegawni ASN wajib memiliki dava jusng yang
1'II'IEEI: dengan:

1.

3

bersikap teguh dalam memegang kebenaran, tidak
dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk
karena tekanan vang dilakukan oleh orang lain
untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;

berani  menghadapi  resiko yang berhubungan
dengan pekerjaannya, tidak takut mengemukakan
hal-hal yvang  menurut pertimbangan dan
keyakinannya perlu dilakukan; dan

bersikap mantap dan  percayva din dalam
menghadap berbagal kesulitan.

f. setiap Pegawai ASN wajib memelihara kesehatan rohani
dan jasman! dengan:

4.

2.
6.

melaksanakan peribadatan sesuai dengan AagRma
dan kepercayaannya;

. melaksanakan penntah dan menjaubkan larangan

agamanya masing-masing, terutama yvang berkaitan
dengan nilai-nilad universal;

bersedia berperan akiif pada acara-acara keagamaan
yvang diadakan aleh kantor maupun lingkungannya;

mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayvaannya
dalam kehidupan sehari-hari;

melakukan olah raga secara ruting dan
mengkonsumsi makanan yang menyehatkan

g setiap Pegawal ASN wajib menjaga keutuhan dan
keharmonisan keluarga dengan:

1.
2,

tidak menelantarkan keluarga;

memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer
kepada  keluarganya darl  penghasilan vang
diterimanya;
memberikan pendidikan vang layak kepada anak-
anaknya; dan

. menghindarkan din dan perbuatan vang merupalkan

pengkhianatan  terhadap  perkawinan  seperti
perselingkuhan dan sejenisnyva.

h. setiap Pegawai ASN wajib berpenampilan sederhana,
rapi dan sopan dalam berpakaian, bersikap, dan
bertingkah laku dalam kehidupan scharni- hari.

Pasal 11 ...




Pasal 11

Kode Etik Pegawai ASN terhadap sesama Pegawai ASN

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf § meliputi:

a. setiap Pegawai ASN wajib saling menghormati sesame
Pegawai ASN vang memeluk agama/kepercayaan yang
berlainan dengan:

1,

&

menghormati agama dan kepercayaan Pegawai ASN
lain,

. tidak membeda-bedakan Pegawai ASN berdasarkan

SARA;

berkomunikasl dengan  balk dengan  pemeluk
agamea/kepercayaan lain;

tidak menghalangt pemeluk agama lain  dalam
berbadah; dan

tidak melakukan intimidasi/pengancaman kepada
pemeluk agama/ kepercayaan lain,

b. setiap Pegawai ASN wajib memelihara rasa persatuan
dan kesatuan sesama Pegawai ASN dengan:

(3]

tidak melakukan intmidasi terhadap Pegawai ASN
lain;

tidak melakukan tindakan vang mengancam
kehidupan Pegawai ASN lain;

memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan
di antara sesama Pegawai ASN;

menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok
maupun golongan termasuk di dalamnva adalah
keterlibatan dalam politik praktia; dan

tidak mengadu domba mengenai etka sesama
Pegawal ASN.

c. sctiap Pegawai ASN wajib saling menghormati antara
teman scjawat, baik secara vertikal maupun horisontal,
dalam suatu unit ketja, instansi, maupun antar instansi
dengar:

1.

menghormati hak asasi manusia sesama Pegawai
AN

menghormati  seluruh  Pegawai  ASN  tanpa
membedakan jabatannya;

memandang seluruh Pegawai ASN menuliki derajat
vang sama, tidak membedakan ASN berdasarkan
unit kerjafinstansi asal Pegawai  ASN, tingkat
intefektual / pendidikannya;

. tdak mempermalukan  dan  menjelek-jelekkan

sesama Pegawal ASN di hadapan Pegawai ASN
lainnya;

memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama
Pegawail ASN;

menghormati sesama Pegawai ASN termasuk kepada
Pegawai ASN vang telah berakhir masa baktinya
(pensiun};

saling percaya pada sesama Pegawai ASN;
B. menekan ...




&. menekan sifat in hati dan dengki kepada scsama
Pegawal ASN,

9. mengendalikan dir/mengendalikan emosi; dan

10. tidak mengatasnamakan  Pegawal ASN  untuk
tujuan-tujuan pribadinya.

d. setiap Pegawsi ASN  wajib menghargai  perbedaan

pendapat dengan:
1. memberikan sikap positil terhadap setinp pendapat

vang muncul;

2. menghargal pendapat Pegawai ASN lain yang lebih
ahli dalam hidang tertentu setelah dinilai bahwa
pendapat tersebut rasional;

3. menghindari perbedaan pendapat yang berakibat
perpecahan; dan

4. menjadikan perbedasn pendapat sehagal keragaman
YANE menguntungkan.
e setiap Pegawai ASN wajib menjunjung tinggi harkat dan
martabat ASN dengan;

|. bertindak sesruai dengan peraturan kepegawaian,

2. tdak menerima imbalan dalam bentuk apapun dar
mitra kerja di luar Ketentuan yang berlaku. baik
sebelum, sedang, maupun setelah melaksanakan
tugas,

3 tidak menerima pemberian sekecil apapun dan
dalam bentuk apapun baik benda maupun jasa yang
akan dapat mempengaruhi  independensi  dan
ohbjektivitasnyva dalam melaksanakan tugas;

4. tidak memasula tempat-tempat  vang dapat
mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti
lokalisasi pelacuran, hiburan malam vang tidak
bermoral, dan sebagainya, |kecuali untuk
kepentingan tugas:;

5 tdak melakukan tndakan melawan hukum dan
susila, seperti judi, peclecehan scksual, pornoaksi
dan/atau pornografi dan semacamnya.

6. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan
ohat-obat terlarang;

7. tidak meminum mmuman keras; dan
8. menjunjung mlai-nilar moral dan religi.

. setiap Pegawal ASN wajib menjaga dan menjalin
kerjasama vang kooperatif sesama Pegawal ASN dengan:

1. bekerjasama secara schat dengan Pegawai ASN lain
dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan,

// 2. mengkomunikasikan permasalahan yvang relevan
dalam tugas sehari-hari, deéngan mengutamakan

pengeunean Bahasa Indonesia;

3. mengkomunikasikan informasi penting mengenas
permasalahan  tugasnva kepada sesama Pegawad
ASN lain yang akan melaksanakan tugas vang sama;

FARAF Eﬁﬂﬁﬂlﬂg
-
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(B)

4. membantu sesama Pegawai ASN lain yang mendapat
kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;

3. mementingkan  kepentingan  organisasi  Jdf  aias
kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

6. menghormali kepentingan pribadi, golongan, dan
kelompok lain;

7. berkomunikasi secara efekufl  dengan  probacdi,
leelompok dan golongan lain;

8. tidak mencela hasil pekenjaan Pegawai ASN lain;
3. memberikan apresinsi positif§ terhadap keberhasilan

orang lain;

10, membantu  sesama Pegawai ASN  dalam  hal
peningkatan kemampuan. pengetahuan,
keterampilan, dan etika Pegawai ASN;

11. menerima saran kritik yvang sehat, atau tindakan
korektil dari sesama Pegawai ASN;

12. mendorong sesame Pepgawat ASN untuk bertanggung
jawab pada tugasnyn masing-masing; dan

13. mengingatkan sesama Pegawai ASN untuk selalu
mengacu pada aturan perilaku ini dengan cara vang
bjaksana

BAB V
PENEGAKAN KDDE ETIK
Pasal 12

Setiap Pegawai ASN vang melakukan pelanggaran Kode
Euk dikenakan sanksi moral.

Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dibuat secara tertulis dengan format sebapaimana
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati im.

Dalam  pemberian  sanksi  moral  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} harus disebutkan jenis
pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai
ASN

Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud
pada avar (1) berupa:

a. permyvataan secam fertutup, atag

b. permyvataan secara terbuka.

Penyvampaian sanksi moral berupa permyataan secara
tertutup sebagaimana dimaksud pada avat (4} huruf a
dinvatakan oleh PPK dan dapat didelegasikan kepada
PvEB dalam ruang tertutup, vang hanva diketahui aleh
Pegawai ASN vang bersangkutan dan pejabat vang
menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang
terkait yvang tidak boleh berpangkat lehih rendah dar
Pegawai ASN yang bersanghkutan.

Penyampaian sanksi moral yvang dilakukan secara
terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
dinyatakan oleh PPK dan dapat didelegasikan kepada
PvB pada:

a. [orum ..,




a. forum pertemuan resmi ASN;
b. upacara; atau
¢. ditempel pada papan penpumuman.

(7} Penvampaian sanksi moral berupa pernyataan sccara
tertutup/terbuka  mulai  berlaku  pada  saat
disampaikan yang dituangkan dalam Berita Acara
dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran
yvang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari
Feraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Pepawai ASN vang melakukan pelanggaran Kode Etik
selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayvat (1), dapat dikenakan hukuman
disiplin  Pegawai ASN atau tindakan administratil
lainmya oleh PPK berdasarkan atas rekomendasi Majelis
Kode Etik, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2] Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dengan format tercantum pada Lampiran vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan
Bupati ini.

Pasal 14

Sanksi moral terhadap pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan  sanksi
adminigtratil dalam Pasal 13 ditetapkan oleh PPK
berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik vang
menyatekan bahwa Pegawai ASN telah melanggar Kode Etk
ASN dan atau disiplin ASN,

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK
Pasal 15

(1) Untuk menegakkan Kode Etik Pemerintah daemh
membentuk Majelis hode Etik vang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(2} Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1) terdin atas:
. UNSUr pimpinan;

. unsur kepegawaian;

UNSUT DENEAWRSALN,

. unsur hukum; dan

£. UNsur atasan lansung.

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada avat (1)

beranggotakan sehagai bernkut;
d. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;

b, 1 {satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
¢. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota,

A g

(4) Dalam ...




PARAF KOORD

(%]

(5]

(6]

Ldalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima)
orang, maka jumlahnya harus ganijil.

Jabatan danfatau pangkat Anggota Majelis Kode Etik
tidak bolch lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN
vang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik,
setidak-tidaknya pangkat danfatau jabatannya sama
dengan Pegawai ASN yang diperiksa,

Untuk setiap kasus, susunan Majelis Kode Etik
sehagaimana dimaksud pada ayvat (2} diatur lebih
lanjut melalui Surat Perintah Tugas yang ditetapkan
oleh Sekretari Daerah,

Pa=al 16

Majelis Kode Etik mempunyai tugas dan wewenang:

.

(1)

2]

(3)
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memanggll dan  memeriksa ASN  yang  diduga
melanggar Kode Etik untuk didengar keterangannva
sebagal Terlapor;

meénghadirkan Saksi dan/atau pihak lain  vang
dipandang perlu untuk didengar keterangannya guna
kepentingan pemeriksaan;

. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada

Terlapor dan  Saksi  berkaitan dengan
pelanggaran vang dilakukan Terlapor;

memutuskan /menetapkan Terlapor
tidak terbukti melakukan pelanggaran;

memutuskan/menetapkan sanksi moral sccara
tertulis jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran
Kode Etik; dan

merckomendasikan sanksi moral dan/atau tindakan
administratif kepada PPK.

dugaan

terbulcti  atau

Pasal 17

Dalam menjalankan tugas Majelis Kode Etik dibantu
oleh Sckretariat Majelis Kode Eulk.

Sekretariat Majelis Kode Etk sebagaimana dimaksud
pada avat (1] berkedudukan pada perangkat daerah
yang menyelengarakan pemeriniahan  dibidang
kepegawalan.

Sekretariat Majelis Kode Etik sebapaimang dimaksud
pada ayat (1) mempunval tugas:

a. menerima laporan dan/atau pengaduan terhadap

dugsan pelanggaran oleh Pegawai ASN dan
melengkapi bukti vang diperlukan.
L. melaksanakan pemeriksaan pendahuluan

terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik.

c. meminia persetujuan secara hirarkhi kepada PvB
apabila hasil pemeriksasn pendahuluan diperoleh
dugaan kuat bahwa laporan dan atau pengaduan
termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik;

d. menyiapkan administrasi dalam penvelesaian
kasus dugaan pelanggaran;

e. membuat ...
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¢. membuat dan mengirimkan surat pemanggilan

kepada Terlapor, Pelapor dan/atau saksi yvang
diperiukan;

menyusun berita acara pemeriksaan,

menyusun berita acarn sidang; dan

L o

h. menviapkan surat putusan sidang,
BABR VI
TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 18

Informasi  dugaan pelanggaran  kKode Etik  dapat
dipernleh dari:

. pengaduan haan
b pengaduan tulisan; danfatau

. temuan atasan,

Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran
Kode Etik oleh Pegawai ASN dapat melaporkan dugaan
tersebut melalui Sekretariat Majelis Kode Etik;
Penyampaian penpaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dilakukan dengan menyebutkan dugaan
pelanggaran  vang dilakukan, dengan menyertakan
bulketi-bukt dan dentitas Pelapor,

Sekretarial Majelis Kode Etik selanjutnya meneliti
adanya dugaan pelanggaren tersebut dan menjaga
kerahasiaan identitas Pelapor,

Pengaduan lisan, pepgaduan tertulis dan temuan
atozsan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibuat
seperti format seba tercantum pada Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pegawal ASN yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelizs Kode
Etik;

Apabila Pegawai ASN yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etk tidak memenuhi panggilan
pertama, maka majelis  Kode Etik melakukan
pemanggilan kedua dan ketiga dengan tenggang wakiu
antar sural panggilan maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil
orang lain  untuk dimintai keterangan guna
kepentingan pemeriksanasn;

Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan
avat (3| dilakukan secara tertulis dan ditandatangani
oleh Ketua atau Sekretarie Majelis Kode Etik, dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Bupati inld,

Pasal 20 ...
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(2]

K

(4)

(5)

(6]
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(8)

(1)
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Paaal 20

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1] dilakukan secara tertutup, hanva diketahui
dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan
Majelis Kode Etik.

Pegawail ASN yvang diperiksa karena diduga melakukan
pelanggaran  Kode Etik, wajibh menjawab segaln
pertanyaan vang diajukan oleh Majelis Kode Etilk;

Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak mau
menjawab  pertanyaan, maka vang bersangkutan
dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik
vang dilakukannva;

Apabila Pegawai ASN yang akan diperiksa tidak hadir
setelah dilakukan 3 [tiga) kali pemanggilan, maka vang
bersangkutan dianggap melakukan pelanggaran Kode
Etik disertai dengan bukti-bukti pendukung dan/atau
hasil pemeriksaan terhadap saksi;

Hasil pemeriksaaan dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaaan, dengan format scbagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bernita Acara Pemenksasan  ditandatanpgam  oleh
anggota  Majelis Kode Etik vang memeriksa dan
Pegavwail ASN vang diperiksa.

Apabila Pegawai ASN yang dipenksa tidak bersedia
menandatangani Berita Acara Pemeriksaaan, maks
Berita  Acara  Pemeriksasan  tersebut ecukup
ditandatangani oleh Majelis Kode Etik vang memeriksa,
dengan memberikan catatan dalam berita Acara
Pemeriksaan, bahwa Pegawai ASN vang diperiksa tidak
bersedia menandatangani berita acara pemeriksaaan.

Berita Acara FPemeriksaan dianggap sah walaupun
tidak ditandatangani oleh Terlapor.

Pasal 21

Majelis Kode Etik memberi kesempatan membela diri
kepada Pegawal ASN  vang diduga melakukan
pelanggara Kode Etik;

Pembelaan din sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disampaikan pada saat pemerilkaaan oleh Majelis Kode
Etik.

Pasal 22

Majelis Kode Eduk mengambil kKeputusan setelah
dilakukan pemeriksaan.

Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara
musvawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik
tanpa menghadirkan Terlapor.

(3) Apabila ..,
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(4]

(51

(6]

]

(1

(4]

Apabila dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] tidak tercapai, keputusan
diambil dengan suara terbanyak,

sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadir
oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 3 (tiga) orang
anggota lainnya.

Anggota Majelis Kode Euk yang tidak setuju terhadap
putusan sidang harus tetap menandatangani putusan
sidang.

Ketidaksetujuan acbagaimana dimaksud pada ayat [5)
dituangkan dalam berita acara sidang.

Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan
mengikat.

Pasal 23

Majelis Kode Etik menvampaikan berita acara sidang
Majelis kode Etik kepada:

a. Pegawai ASN vang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik; dan

b. PFPK sebagai  bahan pertimbangan  dalam
memberikan sanksi moral dan fatau sanksi lainnyva
kepada Pegawai ASN vang bersanglkutan,

Berita acara sidang Majelis Kode Eftk sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris, dengan format sebagaimans tercantum
dalam Lampiran yvang merupakan bagion vang tidak
terpisahlkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VIl

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR; PELAPOR/PENGADU

(1]

DAN SAKSI
Pasal 24

Terlapor berhak:
a. mengetahul susunan kKeanggotaan Majehs Kode
Etik sebelum pelaksanaan pemeniksaan;

mengajukan pembelaan;
mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan;
menerima salinan putusan sidang;

* a0 g

mendapatkan perlindungan administratif.

Terlapor berkewajiban:

a. memenuhi semua pangglan;

k. menjawab semua pertanvaan vang diajukan dalam
proses pemeriksaan majelis kode etik,

c. memberikan keterangan untuk memperlancar
jalannya pemenksaan;

d. menaati semua ketentuan yvang dikeluarkan oleh

majelis kode etik; dan _
e, beraikap ...



(1)

(2)

(1}

(2]

[1)

|F;1:'..1-' FOORDINA

d

[2)

e. bersikap sopan.
Pasal 25

Pelapor/ Pengadu berhalk:

a. mengetahui tindak lanjut laporan /pengaduan vang
disampaikan:
mengajukan saksi dalam proses persidangan;

¢, mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;
dan

d. mendapatkan perlindungan administratif,
Pelapor/pengadu berkewajiban:
a. memberikan identitas secara jelas;

b. memberikan laporan atau pengaduan yang dapat
dipertanggungiawablkan;

c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang
disampaikan kepada PPK;

d. memenuhi semua panggilan;

memberikan keterangan untuk memperlancar
jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan

f. menaat semua ketentuan yvang dikeluarkan oleh
Majelis Kode Etik.

Pazal 26

Saksi berhalk mendapatkan perlindungan

administratif,

Saksi berkewajiban:

A memenuhi semua panggilan;

b. menghadiri sidang,

. menjawab semua pertanvaan vang diajukan oleh
Majelis Kode Etik;

d. memberikan keterangan yang benar sesusi dengan
vang diketahu tanpa dikurangi maupun ditambah;

e, menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh
Majelis Kode Etik; dan

f, berlaku sopan,
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan
pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil
pemeriksaan Majelis Kode Etik direhahbilitasi nama
baiknya.

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik

BAB X ..



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pagal 28
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Kode
Etik Individu dan/atau profesi di Lingkungan Pemerintah
daerah vang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan
Bupati ini, dinvatakan (etap berlaku sepanjang  tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
Pas=al 29

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
Agar asetiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannyva  dalam Berita Dacrah Kabupaten Padang
Parigman.

Dtetapkan di Pa.r' Majlntﬂ.ng

PAHAF thlHL'INAE'

ALl MUKHNI

Diundangkan di ParitMalintang =~
pada tanggal 4 sepiemaer 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

e
i

e ——
BERITA DAERAH KABUPATENPADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 3o




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 2§ TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN,

A. Format Sanksi Moral Pelanggaran Kode Etik

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSL SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR  /KEP/BPP; 20.

TENTANG
PENJATUHAN SANKS] MORAL DAN/ATAU DISIPLIN ATAS NAMA .....
BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : & bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Padang
Pariaman Nomaor JKEP/BPP/20.. tentang
Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang
Fariaman Tanggal.... csseeses dan Surat Perintah
Tugas Sekretaris Daemh untuk memeriksa dugaan
pelanggaran Kode Etik vang dilakukan oleh

SAUABTR. . ivoiioninminnainnsinis | IR
JADALAN ..vieriineia s i T R e el

b. bahwa beradasarkan rekomendasi Majehs Kode EnL
tanggal............. Sapdara 0 . ; terbuki
melakukan perbuatan vang melanggar ketentuan dan
memutuskan

TR | i Bt e W i A g

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b,  perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan
Sanksi Moral dan/atau  Disiplin _ RKepada Atas

HAMIR ..ouvsivisrimsnsin 4
Mengingat : 1, Undang-undang Nomor..... Tahun.............
BETUARE i vmmvepaibdis :
. Peratutan Bupati Padang Pariaman
P ORI s i b i e BB TARUN..covmemiriminns  TENTARNE

Kode Etik Aparatur Sipil ]"irgﬂra I:h' Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.




Memperhatikan

Menetapkan
KESATL

KEDUA

KETIGA

3 Ny laporam fpemgm R i i e e 3

2. Rekomendasi Majelis Kode Etik Tanpggal..............
perihal ...

MEMUTUSKAN

Menjatuhkan Sanksi Moral dan/atau Hukuman Disiplin
Atas Nama .........

Sanksi Moral dan/atau Hukuman Disiplin sebagaimana

: dimaksut dalam diktum KESATU di jatuhkan kepada:

DERREIEIE 5 b M SR S R MO TR 0

R e e R e 3

Pangkat /Galongan : ........cocovieririrrrrrsremassresserass

5 T i :

8 [y g, T e e b e AT M O P R e
terbukti melanggar Kode Etik ASN dan/fatau disiplin
sehagaimana ditentulan dalam Pasal ... Peraturan
Bupati Nomor ......... Tahun 2020 tentang Kode Etik
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Rabupaten Padang Paraman, berupa ... Keputusan

ini disampaikan kepada vyang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di...
pada tAangeal ..o

BUFATI PADANG FA.H_[AMA.H

Disampaikan Kepada Yth, Sdr.

1. Kepala Komisi ASN di Jakana

2. Kepala Badan Hepegawaian Negara di Jakamna

3. Repale BEN Rantor Beglnal X1 Pekanbsaru di Pekanbar

e Bl

BEREE S FI_I?'L:'-SI

[nspekiur Dacrah Kab. Padang Pariaman di Parit Malintong
Kepala BRPSDM Keb, Padang Pararman

Kepala [OPD) ASN yang bersanghuian

ASH vang bersangkulan

i




B. Format Berita Acara Penivampaian Sanksi Moral

HERITA ACARA PENYAMPAIAN
SANKSI MOEAL BERUPA PERNYATAAN SECARA TEETUTUP/TERBUKA

Pads, HADY Berreossmimeens.  BBREER]  coonuesrierrrnpmrennn Faialam

TADIOTY < ociaiins SHVA

Nama

NI

Fangkat f Colongan

Janbatan

Unit Kerja

telah menvampoikaon Kepulusan ..o NOMOU o tanggal ...
tentang penfaiuhan sanksi moral hl:'n.l'p-ﬁl POTIyatAAN ACCAr Tn'rutup,ilcrl:rulm‘l wmg
telah dibacakan secam tertutup/ierbuks pﬂm tBnggal o buldi e
BRREIIY. ooomnmmmnnnpins temipat .. R . dnlam acam penjaiuhan sanksi m-:::mj
dan/fatau sanksi disiplin l'l'ﬂl'ﬂn I-"rrn?atna.n secara teriutup) terbuka®) kepada

Mama !

NP

Pangkat / Golongan

Jabatan

LUnit Kerga

Demikian Berita Acara Penvampaian Secara eriutup) terbuka®) ind dibuat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mensrima

A - s o i

PITF L it vaaainsi

AR TR © e cinisiaiinna

Yang m:njrrrah'.lmn

MNama :
NI

Tonda BEAN ! s



€. Format Perigaduan Lisan, Pengaduan Tertulis dan Temuan_Atasan

L

Pengaduan Lisan

LAPORAN/PENGADUAN LISAN
HOMOR N

1. IDENTITAS PELAPOR ;

MNama

Nip

Pangkat /Golongan
Jabatan

Unit kKera

2 ENTITAS TER R

Nama

Nip

Pangkat /Colongan
Jahatan

Unit Kerja

3. NAMA/ALAMAT SAKSI -

Nama
Alaman
Nama
Alamat

3. 151 LAPORAN:

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenamva. Jika dikemudian har
ternyata laporan ini tdak benar maka sava bersedian ditunwt secara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




2. Pengaduan Tertubs

Kepada Yih,

Bapak Bupati Padang Pariaman

Cq. Kepala BEFSDM Kab. Pdg Pariaman
di

LAPORAN/ PENCGADUAN TERTULIS
MR - sk i oo dm s veans

Sava yang bertandatangan di bawah ini;

Mama

Kip
Pangkat/Golongan
Jiabatan

Unit Kerja

Berm niuk m ukan Saudara:

Mama

Nip
Pangkat/Golongan
Jabatan

Unit Kena

Dengan saksi Saudara -

Mama
Alamat
Nama
Alamat

Dengan ini saya menyampaikan dugaan pelanggaran kode etk vang
telah dilakukan oleh Saudara...... dengan rincian laporan sebagai
berikut;

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenamva, Jika dikemudian hari
ternyvata laporan ini tidak benar maka saya bersedia ditumtul sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Parit Malintang, ...,
FPelapor,




3. Temuan Atasan

KOP SURAT

LAPORAN PENGADUAN ATAS TEMUAN ATASAN
o LB e SR PR R Y HE e o S

Sava vang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Nip

Pangkat /Golongan
Jabatan

Linit Kenga

Adalah atasan darn Saudara:

Nama

Mip
Pangkat/Golongan
Jabatan

LInit Kerja

Dengan im melaporkan bahwa;

Demikian laperan ini dibuat dengan sebenarnya. Jika dikemudian han
ternyata laporan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e it Malintang, c.oosesmisisionismms
"-' 1T KROORTINASI ‘/Pht‘:;pm.




0. Format Pemanggilan

Nemor

Lampiran
Perihal

Tembus=san :

KOP SURAT
Parit
200/ JBKPRDM- Malintang, ....c.oocovnirn
PESPAS ... ..
= Kepada Yth.
Pemanggilann === 0000 iiisisssssssssesessrsibesiess
e

Dengan Hormat,

Bersama int diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
Nama :

MIP '

Fangkat/ Golongan

Jahatan

Unit Kerja

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik pada :
Harn i

Tanggal

Jam

Tempat

untuk diperiksa/dimintai  keterangan schubungan dengan

dugaan pelanggaran kode Etik terhadap
R I T o o o e e s b oo b b e e b e b B e e e A A B

Demikian untuk dilaksanakan.

Ketua/Sekretaris®)




E. Format Berita Acara Pemetiksann

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR 3 .icicaansiisunsssisarases i

Pada han il ...ccevemanen. AngeEak......... LT T 5 PR RRRMR | |x [ § 1 (s peuaa
kami :

.

Mama .

NI :

Pangkat Golongnmn :
Jabatan ;

. MNAma :

o f il
Pangknt [ Galongan :
Jabatan :

Herdasarkan wewenang yang ada padn  sava sesuai dengan  Surat
Perintahi.. .. telah melnkukan pemerikssan Terhadap
Namsa |

MIP -

Pangkat/ Golongan

Jabatamn ;

Unit Kerja :

Karena vang bersangkutan diduga telah mekakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Peraturan Bupati Momaor........ Tahun ... tentang Eode Etk
Pegawai Aparatur Sipil Megara di Lingkungan FPemerintah Kabupaten

Padang Panaman D-El.ﬁ-ﬂl ...... avat .....
1. Pertanvasn @ ..
Jawaban :

R F'r_rtumaﬂn
RN 7 i e it e b

Demildan Berita  Acara Pemerikssan Gl diboat uniuk capat
dipergunakan sebagaimans mestinya.

Yang diperiksa, Pemeriksa,
MNeEma Y ideaeenieae  NAMER R R P T LR
Nip I sadsssmsiireiis NP 1 A e e
Tanda Tangan  § cesrereseeeeene Jabaton H

Tandn Tangan

Namany

MNip

Jabainn B
Tanda Tangan P T e Y




F. Format Berita Acara Sidang Majelis Kade Etik

KOP SURAT
BERITA ACARA SIDANG MAJELIS KODE ETIK
TEOMIOIR & eeai iia roini snbbisnairnivsmsasan
Pada hat ind .. . tanggal......... . alan... sonsnrre SREINENEN, . o oagssna

telah d:lnhuimn aldnng dnn hasil pu-mn'ihﬂnﬂn terhminp rlug.uan pelungparan
kode etk vang dilakukan oleh:

Mama -

NIP

Pangkat / Calongan :

Jabatan :

Limnt Kerja ;

Dar hasil pemeriksaan, maka sidang majelis kode efik memutuskan bahwa
PINS vang bersangkuan wlah werbuk/ddak terbukti melakakan pelanggaran
terhadap ketentuan Peraturan Bupsti Nomor...... Tahun temang Kode Etik
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pasal ...
ayat ... dan berlasarkon pada bukti-bukti vang ada, dan kepadanya dijatuhi
hukuman berupa..........o.........yang disampaikon secara ebuke/ tertutup.

Demikian Berita Acarn Pemeriksaan ini dibuatl untuk dapatl dipergunakan
sebagnimana mestinya.

Pant Malintang,
NO | NAMA "TJABATAN |JABATAN DALAM | TANDA TANGAN |
o e TIM -
1 Ketua merangkap
Angpota
2 Sekretans
merangkap angEota ]
3 Anggota [
% Anggota
> h Angpgota
B |.ﬂ.nggul.n — Ty . =
Ei Angpota

T7 LOGRDINASH



. Format Rekomendasi Majelis Kode Etik

PENYAMPAIAN REKOMENDAS]I MAJELIS KODE ETIK
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

R N LN . s vaios o g e e oo kB AR ek e e o
RAHASIA
REKOMENDAS| MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai

berikut : Pada hari ini ........coo.o... tBngEEAl i Majelis Kode Etik

telah melakukan mrlnnj[ pelanggaran Kode Etik vang dilakukan oleh:

Nama

NIF

Panglcmff-nlcrngm

Jabatan

Unit Kerja

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/ tidak

terbukti melakukan perbuatan vang melanggar

REPETMURTT  .ooovrosoriinmsmsivimiosson gL N R AT dan

Majelis Kode Enk telah memutuskan bahwa ASN vang bersangkutan

untuk ;

a. Dyatuhi sanksi moral berupa pernvataan secara tertutup/ terbuka
karena melanggar ketentuan............. vaitu... e D

b. Dikenakan tindakan administratif sesuai ke’rﬂmuan peralumn
perundang- undangan.

2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral,
bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Aparatur Sipil
Negara/ Perangkat Daerah............ccocciveenie. vang bersangkutan.

Demikian rekomendas ind disampaikan, untuk digunakan sebagaimana
mestnyva sesual ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tembusan Yth:

IAMAN,

ALl MUKHNI




